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WALIKOTA BOGOR

Moninihang

Mengingat ¢

PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR /@<%5 TAHUN 2014

TENTANG .
&enta  Daersh ko ig Bogor nomer 35 TH *oiY,fene E

PIZTUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS

|

PENGESAHAN RENCANA TAPAK/SITE PLAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR,

bahwi berdasarkan Pasal 12 hurul b dan Pasal 22 ayat 3
hurul d Peraturan Dacrah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006
tentang Bangunan Gedung dan Pasal 4 ayat 2 Hurufl |
Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 ‘Tahun 2007 tentang
Petunjulke Pelaksanaan Pemberian lzin Mendirikan Bangunan
(IMEB), mecwajibkan rencana tapak / site plan yang telah
disabhkian scbagai saluh satu syarat untuk memperoleh lzin
Mendirikan Bangunan (IMB);

. bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan pelayanan

pengesahan  rencana tapak dan  sebagai langkah
pengendalian dan pemanfaatan tata ruang secara mikro
perlu diatur petunjuk pelaksanaan dan teknis pengesahan
rencana tapalk/site plan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 1234, Tambahan Lembaran Negioa Republik Indonesin
Nomaor 4247);

A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana
telah bheberapa kali diabah terakhir dengan Undang-Undang,
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Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3669);

Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran
Negaran Republik  Indonesia Tuhiun - 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50859);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan  Permukiman  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor I, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 ‘T'ahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 (entang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Nepara Republik Indonesia Nomor 4532);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009
tentanyg Pedoman Penycrahan Prasarana Sarana dan Utilitas
Perumahan dan Permukiman di Daeral,

Peraturan Dacrah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Bangunan CGedung (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun
2006 Nomor 2 Scri I5);

Peraturan Dacrah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2007 tentang
Retribusi lzin  Mendirikan Bangunan (IMB) (Lembaran
Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota
Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor
Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor 2011-2031
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);




1S, Peraturan Walikota 3ogor Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Petunjule Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) (Berita Duaerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 4
Seri )

16. Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota Bogor Tahun
2011 Nomor 14 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Walikota Bogor Nomor 75 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 28 Tahun
2012 tentang Izin Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kota
Bogor Tahun 2012 Nomor 29 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS PENGESAHAN
RENCANA TAPAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Radivm Perataran Walikota ini yang dimaksud dengan:
I Dacrah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintahy Dacrah adalah - Walikotn Bogor  beserta perangkat  dacrah
sebhapal unsur penycelenggara pemerintahan daerah,

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

4. Satuan Kerjao Peranpkat Dacrah yang selanjutnya disebut SKPD adalah
satuan kevjie peranpkat daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
terkail dengan teknis rencana tapak, meliputi antara lain pengendalian
bhanpunan, pengendalian lingkungan, dan tata ruang.

O, hepali SKPD adalah Kepala satuan kerju perangkat daerah yang lingkup
tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan teknis rencana tapak, meliputi
antara Lun pengendalian bangunan, pengendalian lingkungan, dan tata
ruang.

6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas
(171), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nepara atou Dacrah dengan nama bentuk apapun, Badan Hukum Milik
Nepara, persckutuan, perkumpulan lirma, kongsi koperasi, yayasan atau
orpanisasi yang scjenis, lembaga dan pensiun, bentuk usaha tetap scrta
bentuk badan usaha lainnya,

7. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi
daya.

8. Peta situasi lokasi adalah gambaran situasi yang berisi informasi Iokas!
rencuna meliputi batas wiluyah rencana dan objek lain sckitar lokasi
rencali,

9. Ljin  Pomanfuatan  Ruang  adalah  perizinan yang diberikan kepada
;')L:rusuh:mn atau perorangan untuk suatu pemanfaataq ruang dengan
memperhatikan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang dan

peraturan zonasi.



FO. i Prinsip adalah surat izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
menyatakan o suatu kegiatan  sccara  prinsip  diperkenankan  untuk
chiselenpparakan atau beroperasi.

Fodzin Lokasi adalah [zin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh
ruang yung diperlukan dalam rangka mclakukan aktivitasnya.

12, 1zin Pengpunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) adalah izin pemanlaatan ruang
ying diberikan sebagai dasar untuk permohonan mendirikan bangunan.

13, lzin Mendirikan Bangunan, yang sclunjutnya disebut IMB, adalah izin yang
diberikan oleh Pemerintah Dacrah kepada orang pribadi atau badan untuk
mendirilkan, memperbaiki, memperluas atau mengubah suatu bangunan.

14, Rencana Tapak/Site Plan adalah rencana tata letak bangunan pada suatu
hidang lahan yang harus memenuhi syarat administrasi, syarat ketentuan
teknis, serta perletakan scecara makro prasarana sarana dan utilitas (PSU)
dan rencana sirkulasi yang terintegrasi serta tidak menimbulkan konflik.

BAB II
OBJEK DAN SUBYEK RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu
Objek

Pasal 3

(1) Objek rencana tapak yaitu lahan rencana pembangunan dengan luasan
tertentu.

(2) Sectiap objck sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditindaklanjuti
dengan pembuatan rencana tapak,

(3) Kriterin objek scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran | Peraturan Walikota ini,

Bagian Kedua
Subyck

Pasal 4

Subyck rencana tapak yailu sctiap orang atau badan yang akan melaksanakan
kepintan pembangunan dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3.

BAB 1II
PERSYARATAN PERMOHONAN
PENGESAHAN RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu
Syarat Administrasi

Pasal 5

(1) Untuk dapat memperoleh pengesahan rencana tapak pcru_mahan dan
rumah susun fungsi hunian scbagaimana dimalksucd dalarln Pasal 3 ayat
(1), pemohon  mengajukan  permohonan kepada  Walikota, dengan
tembusan disampaikan kepada Kepalan SKPD.




(<)

(3)

(4)

(S)

(0)

Untuk permohonan pengesahan rencana selain untuk fungsi perumahan
dant riimah susun fungsi hunian disampaikan kepada Kepala SKPD,

Permohonian sebhapaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dituannpkaon daliom bentuk surat permohonan pengesihan rencana tapak.,

Khusus untuk pemohon badan, surat permohonan harus menggunakan
kop surat Badan yang ditandatangani oleh dircksi serta distempel.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai

kelengkapan persyaratan administrasi sebagai berikut

i Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;

b FFotokopi sural kepemilikan tanah/penguasaan tanah dan/atau gambar
ukur (peta bidang tanah) yang telah disahkan oleh Kantor Pertanahan;

Bentuk formulir permohonan scbhagaimana tercantum dalam Lampiran [l
peraturan walikota ini.

Bagian Kedua
Syarat/Ketentuan Teknis

Pasal 6

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) juga disertai

kelenpkapan persyaratan/ketentuan teknis sebagai berikut:

it Fotocopy Izin Pemanloatan Ruang (IPR);

h. Guunbar rencana tapak dengan skala paling kecil 1:1.000 secara
proporsional yang menyajikan tata letak, tata hijau, PJU dan tata

druinase ditampilkan pada kertas dengan ukuran minimal Al (500
mm x 1000 mm);

c. Gambar rencana tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
mengacu pada ketentuan teknis yang berlaku;

d. Fotocopy dokumen/arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan
dalam Izin Pemanfaatan Ruang (IPR);

e. Fotocopy berita acara penyerahan lahan Tempat Pemakaman Umum
atau surat keterangan proses pengurusan TPU dari pemohon
perumahan dan rumah susun fungsi hunian kepada Pemerintah
Dacrah.

Permohonan perubahan rencana tapak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal § ayat (5) juga discrtai kelengkapan persyaratan/ketentuan teknis

sebagai berikult:

a. Fotokopy 1zin Pemanfaatan Ruang (IPR) lama dan atau perluasannya.

b, Gambar rencana lapak lama yang telah disyahkan dan perubahannyu,;

¢ Gambar rencana tapak sebagaimana dimaksud pada huruf b harus
menpacu pada ketentuan teknis yang berlaku,

d. Fotokopi dokumen / arahan teknis sesuai dengan yang dipersyaratkan
dadivn lzin Pemanfaatan Ruang (1PR) lama dan atau perluasannya;

¢, Fotokopi berita acara penycrahan lahan Tempat Pemakaman Umum
ali surat keterangan proses pengurusan TPU lama dan perluasannya
davi pemohon perumahan dan rumah susun fungsi hunian kepada
Pemerintah Dacrah.




BAB IV
TATA CARA PENGESAHAN RENCANA TAPAK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pengesahan rencana tapak schuguimana dimaksud dalam Pasal § dan Pasal 0O,
meladui tatac cara sebagai berikut:

i penclition administrasi dan peninjauan lokasi.

b pemapiran dan pembahasan:

C.

persetujuan gambar;

do pengesahan dan registrasi,

(1)

(2)

Bagian Kedua
Peneclitian Administrasi dan Peninjauan Lokasi

Pasal 8

Sctelalh - permohonan dan kelengkapan  persyaratan secbagaimana
dimaksud  dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diterima, dilanjutkan dengan
pencliinon administrasi mengenai kelengkapan berkas permohonan.

Hasil  penclitian administrasi schagaimana  dimaksud pada ayat (1),
dituanpkan dalam catatan hasil penclitian sebagai bahan pembahasan.

Permohonan yang memenuhi persyaratan  administrasi, maka
permohonannya dapat ditindaklanjuti dengan pembahasan dan bila tidak
memenuhio persyaratan maka pihak pemohon diharuskan melengkapi
kekuranpan berkas permohonan

Schelum dilaksanakan  pembahasan  dilakukan peninjauvan lokasi olch
SKPD.

Bagian Ketiga
Pemaparan dan Pembahasan

Pasal 9

Ikepalin SKPD mengundang pemohon untuk menyampaikan pemaparan
dihadapan SKPD yang membidangi tcknis dan aparat wilayah serta unsur
lnin yang dinilai perlu.

Pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pemaparan
mengenal rencana tapak, meliputi:

a. kajian rona awal lokasi;

b. konsep dasar penyusunan rencana tapak (tata letak bangunan, tata

hijau/RTH, tata PJU dan tata drainase);
c. konsep upaya antisipasi dampak lingkungan,;
d. sistem sirkulasi dan perparkiran;
e. hal-hal lain yang dianggap penting.
Atas pemaparan oleh pemohon atau kuasanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), SKPD teknis dan aparat wilayah yang diundang
melakukan pembahasan dan tanya jawab dengan pemohon.



(1)

Duliun pembahasan tersebut SKPD teknis dan aparat wilayah memberikan
mastkan dan korcksi meliputi @
i Gunmbar Tata letak, tata hijau dan PJU memuat :
1. Peta situasi yang menunjukan lokasi rencana tapak;
2. bentuk bidang tanah sebagai alas hak pengesahan rencana tapak
disesuai dengan bukti kepemilikan yang syah;
3. Garis sempadan bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang;

Perletakan massa bangunan dan penggunaan tata ruang dalam
terhadap bentuk bidang tanah;

S. tampak dan potongan tapak/site (memanjang dan melintang) yang

menggambarkan kondisi kontur tanah;

Jjumlah, jenis dan perletakan vegetasi,

jumlah dan penempatan lokasi penerangan jalan umum;

Sirkulasi dan area parkir;

Jumlah dan penempatan lokasi prasarana penunjang,

0.Titik lokasi dan luasan PSU (khusus untuk rencana tapak
perumahan);

L1 Ttk lokasi dan luasan kavling (khusus untuk rencana tapuk
perumahany;

12, Gaumbar denah type bangunan rumah (khusus untuk rencanu
tapak perumahan),

o e H o

b, Gambar tata drainase memualt ¢
. Rencana saluran dan arah aliran (air hujun dan air kotor).
2. Perletakan sumur resapan air hujan, septic tank, dan sarana dan
prisarana penunjang linglkungan,
¢, Arvahan pelaksanaan pembangunan.

Gambiu rencana tapak tidak menunjukan jenis, bahan dan dimensi
konstrulksi.

Hasil pembahasan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),
dituingzkan dalam berita acara rupat yang ditandatangani oleh Kepala
hicdang di SKPD dan pemohon,

PNS di lingkungan Pemerintah Dacrah dilarang mewakili pcmohon dalam
rapal  pembahasan rencana tapalk, kecuali atas rencana tapak yang
diajukan oleh organisasi perangkat daerah berdasarkan sural tugas.

Bentuk formulir berita acara hasil pembahasan sebagaimana tercantum
dadam Tunpiran [ peraturan walikota ini

Bagian Keempat
Persetujuan Gambar

Pasal 10

Berdasarkan  pembahasan  scbagaimana dimaksud dalam F"asal 9,
pemohon wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam berita acara

hasil pembahasan.



(<]

(4)

(5)

(1)

Jika selurah o ketentuan yang  ditetapkan  dalam  berita acara  hasil
pembahasan telah dipenuhi oleh pemohon, maka pengesuhan rencana
tapak dapat diproses untuk disetujui Walikota atau Kepala SKPD.

Bagian Kolima
Pengesahan Rencana Tapak

Pasal 11

Pengesahian rencana tapak perumahan dan rumah susun [ungsi hunian
ditetapkin dengan Keputusan Walikota.

Penpesahan rencana tapak untuk kegiatan selain sebagaimana dimaksud
padicayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB V
PERUBAHAN

Bagian Kesatu
Perubahan Rencana Tapak

Pasal 12

Rencana tapak dapat diubah/revisi apabila :

a. Luasan lahan berubah.

b. Penambahan Luas Lantai Bangunan.

¢. Perubahan Tata Letak Massa Bangunan,

Sctiap perubahan luasan lahan yanyg berimplikasi terhadap rencana tapak

schelumnya maka rencana tapak harus dirubah / direvsi.

Kriterin penambahan luas lantai bangunan yang harus merubah/revisi

rencana tapak

a. Penounbahan luas lantai bangunan minimal 20% (dua puluh perseratus)
luas lantad, bila lantai bangunan awal memiliki luas lebih keeil atau
sama dengan 500 m2 (lima ratus meter perscgi);.

b, Penaonbahan luas lantal bangunan minimal 15% (lima belas perseratu)
luas lantad, bita luntai bungunan awal diatas 500 s/d 1.000 m?

¢. Penambahan luas lantai bangunan minimal 10 % luas lantai, bila lantai
banponan awal dintas 1,000 m# (seribu meter persegi).

Perubahiam tatn letak massa bangunan diharuskan merubah/mercevisi

rencana tapaknya, bila perubahan tersebut mempengaruhi kebutuhan

arca parkir, sirkulasi dan/atau tata drainase serta ketentuan intensitas

pemanbicatan ruang,

Pengajuan permohonan perubahan rencana tapak harus disertai dengan
alasan perubahan,

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Rencana Tapak

Pasal 13
Pamegang rencana lapak wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan
dudam Keputusan pengesahan rencana tapak.




() SKPD  ieknis  melakukan  pengawasan  atas  pemenuhan kewajiban
sehapinmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pemepongg rencana lapak yang telah disahkan wajib mengurus IMB
schelum mclaksanakan pembangunan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14
Rencoana tapak yang sudah  diterbitkan sebelum peraturan Walikota  ini

ditetapkan  masih tetap  berlaku  sepanjang  tidak  bertentungan  dengan
Peraturan Walikota ind,

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Padia siat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, segala ketentuan yang sama
dan/atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.
Ditetapkan di Bogor
_pada tanggal 24 Maret 20l¢|

. WALIKOTA BOGOR,

_"DIANI BUDIARTO

Diundangkan i Bogor
pada tanggal

S N VDAY I\'lH}U\EN/\I-l KOTA BOGOR,

> 7, .

— =il
AL s‘m/u(ﬁ ILDAYAT

BERITA DAKRATL KOTA BOGOR
TAHUN NOMOR SIERI




LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR
TANGGAL
TIENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS RENCANA TAPAK / SITIEE PLAN
Kriteria - Objek  Yang  Dipersyaratkan  dalam  Permohonan
Pengesaban Rencana Tapak
(1) Fungsi Hunian
A. Perumahian Skala Besar
‘ Luas | Luas Tanah Syarat-syarat Y:mé VVVVV ﬂ@?&?ﬁéﬁ_
Lantai /Lahan Harus Dipenuhi
Bangunan (1m?)
tug bl 21t S Rheire RS BT SWR I,
> = 10,000 [PR, Saran ‘T'¢cknis | Pemohon
Yang Disyaratkan | Harus
Dalam IPR, Berbadan
Tl 15 = o Hukum
B. Perumahan Skala Scdang
Luas Luas Tanuh Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
o S I 2
5000 s/d | 1PR, Saran Tcknis | Pecmohon
10.000 Yang Disyaratkan | Dapat
Dalam IPR, Berbadan
Hukum/
B S A P’crorangan
C. Perumahan Skala Keceil
Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m2) Harus Dipenuhi
(m2)
- < 5000 IPR, Saran Teknis | Pemohon
Yang Disyaratkan | Dapat
Dalam IPR, Berbadan
Hukum/
Perorangan
D. Rumah Susun Hunian
Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
lantai (m?2) Harus Dipenuhi
Bangunan
L wd |
Diatas > | - IPR, Saran Tc¢knis
000 Yang Disyaratkan
% A Pulam PR, ]




Bt

=
l5. Rumah Susun Fungsi Campuran (Hunian dan Bukan Hunian)
Luas | Luas Tanah | Syarat-syarat Yang Keterangan |
Lantai (m?2) Harus Dipenuhi
Bangunan
(m?)
Diatas > |- IPR, Saran Teknis
S00 Yang Disyaratkan
Dalam IPR,
FF. Rumah Kos / Pondokan / Asrama.
Luas Luas Tanah | Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
R e . R e o W
> 500 - IPR, Saran Tcknis Yang
Disyaratkan Dualam
e A 15 o M s e L
- Hotel, Penginapan, Wisima
Luits Luas Tanah %_ydm L~*-.“y.m1l Y;llu._:',*” I\LLE:-F;u:lgm;
Bangunan (1m?) Harus Dipenuhi
LRl | ;8 St IR N el B S o s
> 1000 (PR, Saran  ‘Teknis

Yang Disyaratkan
Dalam IPR,

(2) Fungsi Perdagangan dan Jasa

As

Pusat Perbelanjaan / Perdagangan (antara lain

Toscerba, Pasar Grosir, Pergudangan, Pertokoan)

Luas
Bangunan

. Mall, Plaza,

Luas Tanah

Syarat-syarat Yang

Keteran gan

(m?) Harus Dipenuhi
2 2.500 PR, Saran Tcknis Yang
Disyaratkan Dalam

IPR,

13. Perkantoran dan Ruang Pamer MKOM :

Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
LR O TS S N W
2 =500 IPRR, Saran Teknis Yang
Disyaratkan Dalam
L IPR,

C. Bengkel Teknik, Bengkel Kendaraan dan Bengkel Kayu

|  Luas | Luas Tanah |

Syarat-syarat Yang |

Keterangan J




| l.inl;{;’Q-l‘{:ln
B Lo

(m?) e

2 250

D). Rumah Makan, Calc

Harus Dipenuhi

IPR, Saran 'l‘ckni;sw?ang
Disyaratkan Dalam
25 S

Luas | Luas Tanah | “Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
i mY
2 280 - IPR, Saran Teknis Yang
Disyaratkan Dalam
IPR.
E. Bangunan fungsi Hiburan (antara lain Bioskop, Diskotik,
Rumah Bilyard)
Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
(m?)
- 2 500 IPR, Saran Teknis Yang | -
Disyaratkan Dalam
IPR,
{3) Industri
A. Industri Besar / Scedang
Luas | Luas Tanah | Syarat-syaral Yang | Keterangan
Bangunan (m=) FHarus Dipenuhi
2 500 IPR, Saran Tcknis Yang | -
Disyaratkan Dalam
i y S L EOK SRR IR
13, Home Industri / Industri Keceil
CLuas | Laas Tanah "S_yarut-s—)}e,u*at Y:ﬁﬁg _Keterangan
Bangunan (1m?) Harus Dipenuhi
L S s SO TG
2 500 IPR, Saran Tcknis Yang
Disyaratkan Dalam
S AR L




(4) Bangunan Pendidikan

AT SD, SUTE, SLTA/ sederajat

| Luas Luas Tanah | Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?<) Harus Dipenuhi
LTt ] |11 S S
2 300 PR, Saran Tcknis Yang
Disyaratkan Dalam
L e TR
13. Madrasiah, Pesantren
T Luas | Luas Tanah | Syarat-syarat Ya'fn-;;; Keterangan
FBangunan (m¥) Harus Dipenuhi
e | ey S G s
z 500 IR, Saran Tcknis Yang
Disyaratkan Dalam
R Dy IPR,
('. Akademi, Perguruan Tinggi
Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
_(m?)
- 2 500 IPR, Saran Teknis Yang
Disyaratkan Dalam
| IPR,
D. Lembaga Pendidikan Non Formal
Luas Luas Tanah Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan (m?) Harus Dipenuhi
__(m?) -
- 2z 500 IPR, Saran Teknis Yang
Disyaratkan Dalam
e = il RN I _“.,I\)L_.A- e o S BT, SR s

(S) Bangunan Pelayanan Keschatan

A Rumah Sadcit

Bl oy
Luas i Luas
Bangunan | Tanah {(m?)

i e S 3G Gl

ey s,

Syaral-syarat Yang,
Harus Dipenuhi

Keterangan

PR, Saran  ‘Tekms | -
Yang  Disyaratkan




3. Rumah Bersalin, Klinik Spesialis

Luas Luus
Bangunan | Tanah (m¥?)
e T O R R
R | -

lempal
tidlur

Tempat Praktek Dokter

SRS PR T

, Bangunan | Tunah (m?)
SR ae L
; e 400 l

| Dalam IPR,

Syarat-syarat Yang
IHarus Dipenuhi

IPR, Saran ‘Teknis

Yang Disyaratkan
Dalam IPR,

Syarat-syarat Yang |

Harus Dipenuhi

Keterangun

Ke Lcrang,an

Saran Teknis
Disyaratkan

PR,
Yang

D. Poliklinik, Puskesmas, Balai Pengobatan

Luas Luas F Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan | Tanah (m?) Harus Dipenuhi
s e R B
2 250 PR, Saran Teknis
Yung  Disyaratkan
S RN 1
. Apotek, Toko Obat
' Luus Luus Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan | Tanah (m?) Harus Dipenuhi
.(m?)
=750 I[PR, Saran Teknis
Yang  Disyaratkan
Dalam IPR,

(6) Bangunan Peribadatan (Masjid, Gereja, Vihara, Pura dan
Bangunan Keagamaan lainnya)

Luas Luas Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan | Tanah (m?) Harus Dipenuhi
(m?)

. 2 /ol

IPR, Saran Teknis
Yang  Disyaratkan
Dalam [PR,




(7) Tempat Rekreasi dan Sarana Olah Raga

A. Gedung Olah Raga, Taman Rekreasi

Luas Luas Syarat-syarat Yang Keterangan
Bangunan | Tanah (m?) Harus Dipenuhi
(m?)
- & 780 IPR, Saran Teknis/|-
Yang Disyaratkan
Dalam IPR,
13. Gedung Kesenian, Gedung Pertemuan
Luas Luas Syarat-syaral Yan;, Keterangan
Bangunan | Tanah (m?) ltarus Dipenuhi
(R | Bk TR0 k.

Luas
PBangunan

(1)

LLh.lb
Tanah (m¥?)

“Saran Teknis
Disyaratkan

P,
Yang

| Dadum IPR,

'ﬁ_\/(lrdt Hy:lltll Ytlllj.,
[tarus Dipenuhi
Saran  Teknis

Disyiuratkan

IR,
Yang

| Dalam IPR,

(9) Perubahan / Alih Fungsi Bangunan

Ke luan;,an

A. Asal Rumah Tinggal MLlledl Bangunan Jasa / Perdagangan

Perubahan
Luas
Bangunan
{4
1Q0 atau >
30 % luas
lantai totul

Luas
Tanah {(m?+)

Syarat-syarat Yang
Harus Dipenuhi

| Dalam _IPR,

IPR, Saran Tcknis
Yang  Disyaratkan

Kcterangan

13. Asal Bangunan Jasa / Perdagangan Menjadi Bangunan Jasa /

Perdaganpan yang, Lain

Derubahan Luas byarat syaral Yam, Keterangan
Luas Tanah (Mm?) |larus Dipenuhi
Bangunan
Fi JNEEE i 20NN O
|00 atau > | - [PR, Saran Teknis |-
30 % luas Yang Disyaratkan
Uuntal total Dalam IPR,
:

' o

DIANI BUDIARTO““-




